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Abstrak 

Penelitian ini membahas isu kepemilikan properti lintas negara (cross-border 

property ownership) dalam perspektif hukum internasional dengan menitikberatkan 

pada perbandingan antara Indonesia dan beberapa negara lain. Fokus utama 

penelitian ini adalah bagaimana hukum internasional mengakomodasi kepemilikan 

properti oleh warga negara asing (WNA) dan bagaimana mekanisme penyelesaian 

sengketa yang muncul darinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan 

perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan 

kepemilikan properti oleh WNA sangat bergantung pada kedaulatan hukum 

nasional masing-masing negara. Indonesia, misalnya, melalui asas nasionalitas 

dalam UUPA, membatasi kepemilikan properti hanya kepada WNI, dengan 

pengecualian terbatas dalam bentuk hak pakai. Namun, dalam praktiknya, terdapat 

celah hukum melalui skema nominee dan investasi asing seperti pendirian PT PMA. 

Sementara itu, beberapa negara seperti Singapura dan Jepang memiliki pendekatan 

yang lebih terbuka terhadap kepemilikan properti asing. Dalam konteks 

penyelesaian sengketa, hukum internasional menyediakan forum arbitrase 

internasional seperti ICSID yang menjadi alternatif bagi investor asing untuk 

memperoleh perlindungan hukum yang adil dan netral. Dengan demikian, meskipun 

tidak mengatur secara langsung substansi kepemilikan properti, hukum 

internasional tetap berperan penting dalam membentuk kerangka kerja perlindungan 

investasi dan penyelesaian sengketa properti lintas negara. 
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Abstract 

This study addresses the issue of cross-border property ownership from the 

perspective of international law, with a focus on comparing Indonesia with several 

other countries. The main objective of this research is to examine how international 

law accommodates property ownership by foreign nationals and the mechanisms 

available for resolving disputes arising from it. The research employs a normative 

legal method using statutory, analytical, and comparative approaches. The findings 

indicate that regulations concerning property ownership by foreign nationals 

largely depend on the national sovereignty of each country. Indonesia, for example, 

through the principle of nationality under the Agrarian Law (UUPA), restricts 

property ownership exclusively to Indonesian citizens, with limited exceptions in the 

form of usage rights (hak pakai). However, in practice, legal loopholes exist through 

nominee schemes and foreign investment mechanisms such as the establishment of 

foreign-owned companies (PT PMA). Meanwhile, countries like Singapore and 

Japan adopt more open approaches toward foreign property ownership. In terms of 

dispute resolution, international law provides access to international arbitration 

forums such as ICSID, which serve as alternatives for foreign investors seeking fair 

and neutral legal protection. Therefore, while international law does not directly 

regulate the substance of property ownership, it plays a crucial role in shaping the 

framework for investment protection and cross-border property dispute resolution. 
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PENDAHULUAN 
Secara sederhana, hukum dapat diartikan sebagai aturan yang memaksa bagi subjek yang ada di wilayah 

hukum tersebut berlaku, entah objeknya berupa orang, harta, badan hukum, lembaga negara atau bahkan negara-

negara (Isnantiana, 2019). Berdasarkan pengertian singkat tersebut, pengertian hukum internasional sendiri tidak 

jauh berbeda darinya, yaitu aturan yang mengikat bagi subjek-subjek hukum internasional. Mochtar 

Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum internasional dapat didefinisikan sebagai aturan dan kaidah hukum 

terkait persoalan yang melintasi batas negara (Kurnia, 2008). Boleslaw Adam Boczek dalam bukunya menyatakan  

“...the system of public international law, that is, the law governing relations between states and—to a certain 

extent—other subjects of international law…” (Boczek, 2005).   Hukum Internasional sendiri terbagi menjadi 2, 

yaitu hukum internasional publik dan hukum internasional privat (perdata internasional) (Kurnia, 2008). Hukum 

Internasional Publik secara kasar adalah hukum internasional yang mengatur terkait dengan hubungan antar negara 

dan subjek hukum internasional lainnya, sementara hukum internasional privat lebih mengarah pada individu dan 

badan hukum yang berasal dari negara yang berbeda (Kurnia, 2008). Berbeda dengan hukum positif yang berlaku 

di berbagai negara, hukum internasional baru dapat berlaku jika suatu negara meratifikasi sumber hukum 

internasional, yakni perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, prinsip-prinsip hukum dan putusan 

pengadilan yang berwenang dalam hukum internasional sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Mahkamah 

Internasional Pasal 38 ayat (1) (Syofyan, 2022). Sehingga dapat dinyatakan bahwa hukum internasional bersifat 

universal dan fleksibel menyesuaikan segala bentuk kebutuhan hukum subjek nya.  Hukum Internasional dapat 

menjembatani perbedaan sistem hukum di berbagai belahan dunia, seperti monarki yang segala keputusan ada di 

tangan raja, Common Law yang mengandalkan putusan hakim-hakim sebelumnya, Civil Law dengan hukum 

tertulisnya dan lain sebagainya. 

Meskipun dapat dikatakan sebagai hukum yang universal, hukum internasional dapat saja berbenturan 

dengan hukum positif di berbagai negara. Sebab, dalam praktiknya, berlakunya hukum internasional di dalam 

negeri sangat bergantung pada penerimaan dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional masing-masing negara 

(Kusumaatmadja, 2019). Apabila suatu negara tidak meratifikasi perjanjian atau sumber hukum internasional 

lainnya, maka tidak dapat dipaksakan sehingga hukum internasional tidak dapat berlaku di negara tersebut. 

Contohnya adalah Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pencari Suaka (Kondoy, 2020). Selain 

itu, negara juga dapat menolak keberlakuan suatu norma internasional apabila dinilai bertentangan dengan prinsip-

prinsip dasar konstitusi atau ideologi negara tersebut. Dalam konteks ini, benturan antara hukum internasional dan 

hukum nasional dapat menimbulkan dilema, terutama ketika negara ditekan oleh komunitas internasional untuk 

mematuhi standar global, sementara secara internal terdapat penolakan atas dasar kedaulatan hukum nasional. 

Terkait dengan ratifikasi konvensi atau perjanjian internasional adalah urusan dan kebijakan masing-masing 

negara, sehingga hal tersebut sukar di intervensi.  Hal tersebut juga bergantung pada Political Will negara untuk 

meratifikasi suatu perjanjian. 

Hal ini berlaku juga pada kepemilikan properti oleh warga negara asing di suatu negara (Cross Border 

Property Ownership).  Pada beberapa negara yang memperbolehkan orang bukan warga negaranya memiliki 

properti, seperti Jepang (Cheap Houses Japan, n.d.). WNA bisa memiliki properti di Jepang tanpa ketentuan khusus 

seperti visa khusus dan sebagainya (Cheap Houses Japan, n.d.). Sebaliknya di Indonesia, WNA tidak dapat 

memiliki properti dalam artian memiliki hak atas tanah atas nama WNA itu sendiri.  Hal ini dikarenakan hukum 

pertanahan di Indonesia menganut Asas Nasionalitas yang mana hanya memperbolehkan WNI untuk memiliki hak 

atas tanah di Indonesia (Widanarti et al., 2022). Perihal ini sudah tertera dalam Pasal 21, Pasal 29, Pasal 35 dan 

Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Widanarti et al., 2022). 

Adanya perbedaan kaidah-kaidah hukum yang dianut tiap negara menjadikan adanya potensi untuk 

Hukum Internasional masuk untuk memfasilitasi kepemilikan properti WNA di tiap negara.  Penelitian ini 

berfokus pada pencarian bagaimana Hukum Internasional mengatur Kepemilikan Properti di beberapa negara 

khususnya di Indonesia dan penyelesaian sengketa terkait kepemilikan properti oleh WNA. 

 

METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian Normatif atau metode Doktrinal 

(Muhaimin, 2020). Metode penelitian Normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan bahan hukum 

kepustakaan (Effendi & Ibrahim, 2018). Dalam rangka melengkapi penelitian ini, penulis juga menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan perbandingan (Armia, 2022). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kepemilikan Properti oleh WNA Menurut Hukum Internasional 

Apabila berbicara terkait dengan pengendalian benda tidak bergerak seperti properti, tanah dan lain 

sebagainya, erat kaitannya dengan Hukum Perdata Nasional masing-masing negara. Di Indonesia contohnya, hal 

tersebut disebabkan karena hukum agraria Indonesia menganut asas Nasionalitas yang berfungsi untuk 

mengendalikan tanah dan sumber daya dalam suatu wilayah berdasarkan kewarganegaraannya (Prithresia, 2023). 
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Larangan WNA memiliki hak atas tanah atau properti di Indonesia juga telah jelas tercantum dalam UU No. 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  Dalam Hukum Perdata Indonesia, jika WNA ingin 

memiliki hanya bisa dengan bentuk Hak Pakai diatas tanah negara saja (Damayanti, 2015). Tetapi terdapat 

alternatif dari hal tersebut yaitu dengan menggunakan perjanjian Nominee (Damayanti, 2015). Definisi dari 

Perjanjian Nominee adalah perjanjian pendelegasian segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan antara objek 

tanah dengan WNA, yang mana WNA bertindak sebagai Pemberi Kuasa dan WNI bertindak selaku Penerima 

Kuasa dengan tujuan agar WNA dapat bertindak sebagaimana pemilik dari objek tanah yang semula tidak bisa dia 

miliki (Damayanti, 2015). Jadi meskipun secara De Facto WNA tersebut menguasai objek tanah tetapi secara De 

Jure tanah tersebut milik WNI. 

Berbeda dengan Indonesia yang mengatur strict WNA tidak boleh memiliki properti dengan hak milik 

atau HGU, Singapura justru sedikit lebih longgar aturannya.  WNA boleh memiliki properti secara bebas terbatas 

pada Apartemen atau Kondominium yang dibangun diatas tanah non-residensial dan properti komersial seperti 

ruko, pabrik dan lain sebagainya (Residential Property Act 1976, 1976). Sedangkan rumah atau properti yang 

memerlukan Approval dari Menteri Hukum Singapura adalah Rumah Tapak, Rumah Teras, Bungalow atau Villa, 

tanah Properti Residensial dan Pulau Privat (Residential Property Act 1976, 1976). Perbedaan pendekatan ini 

menunjukkan bagaimana masing-masing negara memiliki strategi tersendiri dalam mengatur kepemilikan properti 

oleh asing, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, nilai properti, serta keberlanjutan pembangunan dan 

kepemilikan tanah di wilayahnya. 

Di Ranah Hukum Internasional sejatinya kepemilikan tanah bagi WNA bisa saja terjadi asalkan terdapat 

Traktat Internasional Universal yang diratifikasi negara sasaran (Suwardi & Kurnia, 2019). Tidak terbatas pada 

Traktat Internasional Universal, Perjanjian Bilateral antar negara juga dapat berlaku sama sebagaimana Traktat 

Internasional, hanya saja terbatas pada dua negara saja (Suwardi & Kurnia, 2019). Dalam Perjanjian Bilateral, 

negara yang menjadi para pihak bebas untuk memasukkan klausul yang menguntungkan bagi negara tersebut yang 

mana hal tersebut dipengaruhi oleh Asas Kebebasan Berkontrak (Free Consent) (Suwardi & Kurnia, 2019). 

Sebagai contoh kita dapat meninjau Tax Treaty yang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari perjanjian 

bilateral antara 2 negara.  Pada tahun 1992, Indonesia dan Singapura menandatangani Perjanjian Penghindaran 

Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (P3B) (Pratama & Irawan, 2021). Dalam 

Perjanjian tersebut disebutkan pada beberapa pasal bahwa terdapat hal yang dibebaskan dari bea pajak, seperti 

transfer dividen perusahaan.  Padahal secara normatif, menurut Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan, dividen merupakan objek pajak yang perlu untuk dikenakan tarif perpajakan sebesar 20% (Prayogo 

& Muhasan, 2022). Namun dalam Tax Treaty 1992 antara Indonesia dan Singapura, transfer dividen tidak 

dikenakan tarif perpajakan.  Hal tersebut merupakan bentuk dari Asas Kebebasan Berkontrak dengan substansi 

pajak, yang seharusnya transfer dividen perlu untuk dikenakan tarif perpajakan tetapi karena ada perjanjian antara 

Indonesia dan Singapura, transfer dividen tidak dikenakan tarif perpajakan.  Perjanjian tersebut berlaku bagi kedua 

belah pihak dengan adanya Asas Pacta Sunt Servanda (Utama, 2019). 

Pada intinya menurut UUPA, tidak diperkenankan WNA memiliki aset berupa tanah atau properti di 

Indonesia, hanya diperkenankan pada kepemilikan Hak Pakai. Tetapi terdapat jalan keluar yaitu menggunakan 

instrumen investasi. Dengan instrumen investasi seperti mendirikan PT Penanaman Modal Asing, Hak Pakai atas 

tanah atau properti dapat di upgrade dengan Hak Guna Bangunan. Dengan cara tersebutlah WNA dapat memiliki 

aset berupa tanah atau properti di negara yang melarang kepemilikan aset properti untuk warga negara asing. 

 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional terkait Kepemilikan Properti Asing 
Dalam hal penyelesaian sengketa, jika hal tersebut diatur dalam berkas BITs, maka pengadilan yang 

berwenang, hukum yang digunakan dan hal-hal lainnya akan mengacu pada hukum yang disepakati dalam BITs. 

Hal tersebut kembali kepada asas kebebasan berkontrak yang mana segala klausul yang disepakati berlaku 

layaknya undang-undang bagi para pihak, termasuk mengesampingkan ketentuan UU yang mengatur (Adnyani et 

al., 2020). BITs biasanya mencantumkan forum arbitrase internasional seperti ICSID (International Centre for 

Settlement of Investment Disputes), UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), atau 

forum arbitrase lainnya yang netral dan disepakati para pihak.  Namun jika tidak terdapat BITs antara negara 

tersebut dengan Indonesia, maka dapat berlaku UU No. 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan antara 

Negara dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.  UU No. 5 Tahun 1968 merupakan bentuk 

ratifikasi dari Konvensi ICSID (Soemarto, 2023). Dengan berlakunya UU ini, Indonesia mengakui yurisdiksi 

ICSID dalam menyelesaikan sengketa investasi internasional, termasuk yang berkaitan dengan kepemilikan 

properti, sehingga memungkinkan penyelesaian dilakukan di luar pengadilan nasional untuk menjamin netralitas 

dan perlindungan investor asing. Hal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip hukum 

internasional yang menjamin perlindungan atas investasi asing dari tindakan ekspropriasi sepihak tanpa 

kompensasi yang layak. 

ICSID merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang terkhusus pada sengketa 

investasi dan penanaman modal (Amalia & Pratama, 2018). Lembaga ini merupakan bagian dari bank dunia yang 

per tahun 2023 sudah terhitung 158 negara yang meratifikasi Konvensi ICSID 1965, termasuk Indonesia
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(Soemarto, 2023). Dalam penyelesaian sengketa investasi dan penanaman modal, ICSID menawarkan 2 metode 

penyelesaian, yaitu Konsiliasi dan Arbitrase (Soemarto, 2023). Menurut statistik sudah 90,5% kasus yang selesai 

oleh ICSID dengan metode Arbitrase dan 1,2% yang telah diselesaikan dengan metode Konsiliasi (Soemarto, 

2023). Yurisdiksi ICSID sendiri diatur dalam Washington Convention 1965 (Konvensi ICSID 1965) pada Pasal 

25 Ayat (1) yang menyatakan bahwa yurisdiksi ICSID terdiri dari objek sengketa penanaman modal, melibatkan 

negara peserta dan warga negara peserta, telah memiliki kesepakatan tertulis dan tidak menarik diri secara sepihak 

(Amalia & Pratama, 2018). ICSID menjadi forum penyelesaian yang dipercaya oleh para investor internasional 

karena prosesnya yang bersifat independen, rahasia, dan memiliki kekuatan eksekutorial yang diakui oleh negara-

negara pihak.  Putusan arbitrase ICSID memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta dapat dilaksanakan di 

seluruh negara peserta tanpa perlu melalui proses eksekuatur di pengadilan nasional, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 54 Konvensi ICSID.  Hal ini menjadikan ICSID sebagai forum yang lebih efektif dan efisien dibandingkan 

dengan jalur litigasi di pengadilan suatu negara yang kerap kali bias dan tidak netral.  Selain itu, Indonesia sebagai 

negara peserta juga terikat untuk menaati dan melaksanakan setiap putusan yang dijatuhkan ICSID terhadapnya, 

sehingga memberikan jaminan keamanan hukum bagi investor asing dalam penanaman modalnya, termasuk dalam 

sektor properti dan pertanahan. 

 

KESIMPULAN 

Berangkat dari analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa dalam 

konteks hukum internasional, kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) merupakan isu yang sangat 

erat kaitannya dengan kedaulatan hukum masing-masing negara. Meskipun hukum internasional menawarkan 

kerangka normatif yang fleksibel melalui perjanjian internasional universal maupun bilateral, pada akhirnya 

keputusan untuk mengizinkan atau membatasi kepemilikan properti asing tetap berada dalam domain hukum 

nasional masing-masing negara. Indonesia, sebagai negara yang menganut asas nasionalitas dalam hukum 

agrarianya, secara tegas membatasi kepemilikan tanah bagi WNA dan hanya memberikan ruang dalam bentuk hak 

pakai. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat celah hukum melalui skema nominee dan mekanisme investasi 

asing seperti pendirian PT PMA, yang memungkinkan WNA untuk menguasai properti secara de facto meskipun 

tidak secara de jure. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum nasional masih menjadi benteng utama dalam 

pengaturan kepemilikan properti di tengah arus globalisasi dan keterbukaan ekonomi. Di sisi lain, penyelesaian 

sengketa internasional yang timbul dari kepemilikan properti asing dapat difasilitasi melalui forum-forum arbitrase 

internasional seperti ICSID, khususnya apabila terdapat perjanjian bilateral yang telah diratifikasi. Indonesia, 

sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi ICSID 1965, memberikan jaminan hukum dan 

perlindungan kepada investor asing melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat netral, independen, 

dan mengikat. Hal ini menjadi bentuk konkret komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hukum internasional 

dalam rangka menciptakan iklim investasi yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun hukum 

internasional tidak secara langsung mengatur secara substantif kepemilikan properti oleh WNA, perannya tetap 

signifikan dalam membentuk kerangka kerja yang memungkinkan perlindungan hukum, fasilitasi investasi, serta 

penyelesaian sengketa yang adil dan transparan lintas yurisdiksi negara. 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah disampaikan, disarankan agar Indonesia melakukan 

peninjauan kembali terhadap regulasi terkait kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) dengan tetap 

menjaga prinsip kedaulatan dan asas nasionalitas yang menjadi dasar hukum agraria nasional. Pemerintah dapat 

mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan selektif, seperti skema kepemilikan 

terbatas atau zona properti asing yang ketat pengaturannya, guna menarik investasi asing tanpa mengorbankan 

kepentingan nasional dan keberlanjutan penguasaan tanah oleh warga negara Indonesia. Selain itu, untuk 

memperkuat posisi hukum Indonesia dalam kancah internasional dan menjamin kepastian hukum bagi investor 

asing, pemerintah juga disarankan untuk lebih aktif menyusun dan meratifikasi perjanjian bilateral (BITs) yang 

mencakup klausul perlindungan properti serta mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang transparan, adil, 

dan mengikat. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pemahaman praktis aparat hukum terhadap 

perjanjian internasional serta forum arbitrase seperti ICSID juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap 

sengketa investasi yang melibatkan properti asing dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Terakhir, 

diperlukan sinergi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku usaha dalam menyusun regulasi yang mampu 

menjembatani kepentingan nasional dengan dinamika hukum internasional, agar Indonesia tidak tertinggal dalam 

persaingan global namun tetap kokoh dalam mempertahankan prinsip keadilan dan kedaulatan atas tanah. 
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